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BAB I
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 

Telah menjadi kesepakatan para Ulama, bahwa tujuan inti diturunkannya syariah Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Akan tetapi bila diamati lebih rinci dan mendalam maka, salah satu maksud disyariatkan hukum Islam oleh Allah SWT adalah untuk memelihara keturunan, dan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu sangat diperlukan sekali yang namanya perkawinan yang mana telah di Syariatkan dalam Hukum Islam. Perkawinan juga mengandung arti sebagai salah satu usaha dalam memelihara kemurnian keturunan serta menjadi kunci dalam kehidupan bermasyarakat.
 Perkawinan ini sangatlah penting di dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Dengan hubungan perkawinan yang sah, pergaulan lelaki dan perempuan akan terjalin secara terhormat, dan pergaulan hidup berumah tanggapun akan terbina dalam suasana yang damai, tentram, dan rasa kasih-sayang antara suami dan istri. Dan anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan yang sah akan menghiasi kehidupan keluarga sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat sesuai derajatnya. Sebagaimana tersurat dalam firman Allah SWT. Dalam surat al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi:

((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((   
“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal (Q.S. al-Hujurat:13).

Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa manusia diciptakan hanyalah untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupannya manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa memisahkan diri dari hubungan antara sesama manusia, khususnya laki-laki dengan perempuan akan berwujud hubungan cinta, kasih, dan saling menyayangi. Dalam hukum Islam hubungan ini harus dilakukan melalui ikatan resmi, yaitu perkawinan.  Yang mana perkawinan telah diatur dalam  Undang-undang  No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pada prinsipnya perkawinan seperti uraian diatas bertujuan untuk “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekel berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
 Oleh karenanya Agama mengatur dan memerintahkan untuk melaksanakan perkawinan bagi siapa saja yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam perkawinan. Di samping itu sebagaimana kita ketahui, bahwa perkawinan dalam Islam mempunyai tujuan yang sangat agung, tinggi, dan mulia. Perkawinan  disyariatkan sebagai ibadah untuk mengikuti sunah Rasul, untuk membangun suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin. Sebagaimana firman Allah dalam surat al- Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

(((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((   
Dan diantara tanda-tanda (kebesarannya) adalah bahwa Dia menciptakan jodoh-jodohmu dari kalanganmu sendiri agar kamu merasa tenang bersama mereka dan Dia menjadikan rasa cinta kasih diantara kamu. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi orang-orang yang mau berfikir (Q.S.al-Rum:21).

Dalam firman Allah surat al-Nahl ayat 72 juga disebutkan bahwa: 

(((((( (((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( 
Allah manjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu anak-anak dan cucu dan memberimu rizki yang baik-baik, maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari Allah (Q.S. al-Nahl: ayat 72)

Rasulullah SAW. Dalam sebuah haditsnya juga bersabda bahwa:
عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . (رواه المسلم)
Bersumber dari Abdullah dia berkata; Rasulullah S, pernah bersabda kepadaku; “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu menikeh, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguknya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan mata dan lebih bisa membentengi kehormatan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu merupakan obat yang menghalangi nafsu (HR. Muslim).

Perkawinan (pernikahan) dilaksanakan tidak hanya didasarkan atas ikatan fisik dan pemenuhan kebutuhan biologis semata. Namun, perkawinan dilaksanakan harus didasarkan dalam rangka perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Sebab jika perkawinan itu dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis semata, maka tentu akan terjadi berbagai tidak kepuasan diantara kedua belah pihak. Demikian pula bila perkawinan itu hanya didasarkan materi saja, maka dengan menurunnya status sosial dan ekonomi, kestabilan perkawinan akan dapat terancam. Namun bila dalam ikatan perkawinan itu yang menjadi dasar dan nilai utamanya adalah ikatan efeksional, maka keutuhan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dalam perkawinan itu akan lestari dan berlangsung relatif  kekal. 

Demi tercapainya tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang yang bahagia dan kekal, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan saling membantu untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. 

Dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan bisa berlangsung tanpa suatu kendala, bahkan boleh dikatakan setiap perkawinan (pernikahan) pernah mengalami suatu masalah, baik masalah kecil maupun besar. Besar kecilnya suatu masalah yang dihadapi tiap-tiap keluarga juga beraneka ragam, antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya tidak sama. Adakalanya permasalahannya yang dihadapi bisa diatasi dengan baik, namun juga tidak jarang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh keluarga dan tidak adanya solusi yang tetap akan berakibat fatal yaitu perkawinan berakhir dengan perceraian.

Perceraian dalam sebuah rumah tangga terjadi karena adanya berbagai persoalan yang melingkupi tidak mudah untuk diselesaikan. Perceraian itu mungkin terjadi karena kedua belah pihak yaitu suami dan istri dalam menghadapi masalah kurang adanya saling pengertian, atau dapat juga karena kurang siap mental sehingga bagi mereka perceraian dianggap sebagai jalan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahannya. Sebab itulah, kesiapan mental bagi suami istri sangat diperlukan dan perlu dipersiapkan sebelum mereka melangsungkan perkawinan, sehingga berbagai masalah dan persoalan keluarga, unsure usia sangat menentukan. Sebab itulah kedewasaan sangat diperlukan dalam membentuk rumah tangga. Memang kedewasaan seseorang tidak tergantung pada pada usia, akan tetapi sedikit banyaknya tambahan usia maka akan semakin matang pula pola berpikir seseorang.

Penyebab lain terjadinya perceraian dalam suatu hubungan rumah tangga misalnya, karena perkawinan dilaksanakan dalam usia yang relatif  muda. Walaupun tidak jarang perkawinan usia dini ini terjadi karena berbagai hal, antara lain sebagai akibat dari pergaulan bebas, karena kemauan orang tua yang menikahkan anaknya dalam usia yang relatif  dini, dan mungkin juga masih banyak penyebab yang lain. Padahal bila dicermati secara mendalam, pada usia dini seseorang cenderung bersifat egois dan emosional, dan belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakekat dan tujuan yang suci dari sebuah hubungan perkawinan, sehingga masalah-masalah yang seharusnya bisa diselesaikan menjadi masalah yang rumit dan menjadi masalah yang berkepanjangan dan dapat mengakibatkan kefatalan. Oleh sebab itu, agar dapat mewujudkan tujuan suci dari perkawinan dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, maka calon suami istri harus lebih matang jasmani dan rohaninya. 

Lebih dari itu, perkawinan selain menjadi masalah hukum dan agama, juga menjadi masalah kependudukan. Karena tidak bisa dielakkan bahwa ternyata batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin (nikah) mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.
 Dengan ditetapkannya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana berlakunya secara  efektif sejak  tanggal  1 oktober  1975 yaitu sejak berlakunya  peraturan  pemerintah  No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan  Undang-undang  No.1 tahun 1974,
 sedikit banyak akan meminimalisir laju perkembangan kelahiran yang tinggi tersebut. Karena dalam Undang-undang ini diletakkan azas-azas hukum perkawinan nasional sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan (pernikahan) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan masyarakat.
 Secara khusus, Undang-undang tersebut juga mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan usia dini (di bawah umur).

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 2 ditegaskan bahwa; “untuk melakukan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua”.
  Izin ini diperlukan sebagai bentuk partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan tersebut. Untuk itu perlu diisi surat izin orang tua dengan formulir model N5
 namun, apabila karena suatu hal dan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus menikah maka didalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 ditegaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita harus mencapai usia 16 tahun”.
 Ini  berarti seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun maka dianggap belum dewasa menurut hukum. Maka dari itu yang dimaksud perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak baik pria maupun wanitanya masih belum mencapai usia 21 tahun. Meskipun demikian, apabila masih terdapat suatu penyimpangan dalam arti bahwa usia kedua calon mempelai atau salah seorang di antara mereka masih dibawah usia yang ditentukan, dan dalam keadaan orangtua tidak ada maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga dalam garis keturunan ke atas. Namun demikian apabila suatu hal dan lain sebab izin tidak dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga keturunan garis ke atas, maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun wanita. Sebagai mana yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 yaitu yang bunyinya: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”.
 

Hal ini diatur karena untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang ini bahwa “Untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan”.
 

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas maka penulis   menyusun skripsi dengan mengambil judul sebagai berikut: “Pengaruh Perkawinan Usia Dini  Terhadap Pola Asuh Keluarga” (Study Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini di Kecamatan Srengat ?

2. Apa dampak yang dialami bagi yang melangsungkan perkawinan usia dini di Kecamatan Srengat?

3. Bagaimana bentuk pola asuh keluarga  pasangan usia dini di Kecamatan Srengat?
C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan pengadilan dalam menghadapi pernikahan dini di wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar.

Adapun secara sistimatis tujuan yang ingin dicapai adalah;

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini di kecamatan Srengat.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa dampak yang dialami bagi yang melangsungkan perkawinan usia dini di kecamatan Srengat.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa bentuk pola asuh keluarga pasangan usia dini kecamatan Srengat. 

D. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dengan kerangka di atas maka penulis mengharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut;

1. Secara teoritis

a. Untuk memperkaya khasanah ilmu keislaman khususnya dalam masalah perkawinan dini.

b. Untuk melengkapi wacana perpustakaan STAIN Tulungagung di bidang perkawinan usia dini.

2. Secara praktis

a. Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan study pada program pendidikan Strata S1, program study ahwal al-syahsyiah jurusan Syariah, di STAIN Tulungagung.

b. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan terhadap pejabat yang berwenang dalam mengambil kebijakan terhadap masalah khususnya perkawinan usia dini.
c. Sebagai bahan masukan atau informasi kepada masyarakat yang belum tahu tentang pentingnya perkawinan.
d. Supaya dapat dijadikan pijakan (referensi) dalam penelitian selanjutnya pada masalah-masalah yang terkait dengan perkawinan.
E. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam memberikan pengertian pada judul sekripsi ini maka penulis perlu untuk memberikan penegasan istilah dalam judul sekripsi ini. Adapun judul sekripsi ini adalah “Pengaruh Perkawinan Usia Dini  Terhadap Pola Asuh Keluarga” (Study Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar). 

Adapun penegasan istilah dalam proposal sekripsi ini adalah:

1. Penegasan konseptual 

a. Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Usia dini

Usia dini ialah dimana yang namanya seseorang itu belum dewasa menurut hukum, dan masih memerlukan izin dari orang tua untuk melangsungkan suatu pernikahan (belum mencapai usia 19 tahun bagi pihak laki-laki dan 16 tahun bagi pihak perempuan).

2. Penegasan operasional

Prosedur perkawinan usia dini menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagai berikut, “Dimana seseorang yang umurnya belum genap 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dapat meminta dispensasi kapada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Sedangkan dispensasi nikah diberikan oleh pengadilan pada calon mempelai dengan menulis beberapa syarat yang diajukan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi tersebut.
F. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dalam penyusunan sekripsi dalam judul; Pengaruh Perkawinan Usia Dini  Terhadap Pola Asuh Keluarga” (Study Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar) ini maka diberikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama: PENDAHULUAN, meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, penegasan istilah  dan Sistematika Penelitian.

Bab Dua: KAJIAN PUSTAKA, meliputi; Pengertian Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan, Hukum Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Perkawinan yang Dilarang, dan Konsep Perkawinan Usia Dini Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974.
Bab Tiga: METODE PENELITIAN, Meliputi; Pendekatan Penelitian, Pola Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Pengecekan Keabsahan Data, Pembahasan Teman Sejawat, dan Tahap-tahap Penelitian.

Bab Empat: LAPORAN  PENELITIAN, Meliputi; Paparan Data, Temuan Penelitian dan Pembahasan.
Bab Lima: PENUTUP, Meliputi; Kesimpulan dan Saran.

Sedangkan Bagian akhir meliputi; Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, Surat Pernyataan Keaslian dan Daftar Riwayat Hidup. 
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